
GUBEI{NUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR t TAHUN 2otz

TENTANG

PDNYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR RIAU.

bahwa dengan telah ditetapkannya peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau, urusan penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu dilakianak-a"n oleh
Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik serta
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang efektif
dan efisien, maka Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun2016 t€ntang Penyelenggaraan pelayanan perizinan
Terpadu. perlu ditinjau kembali,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan
Gubernur tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Undang-Undang Nomor 6l Tahun 1958 tentang penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentins
Pembentukan Daerah Swalanrra Tingkar I Sumatera Barat,
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1957 Nomo. 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1646)r

Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentans
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembar.an
Negara Republik lndonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentans
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi {Lembaran Negari
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g74).
sebagaimana relah diubah dengan Undang-Undang Nomor
?0 Tahu]r 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2009 tentang pemberantasan Tindali
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Limbaran Nesara
Republik Indonesia Nomor 4150);

b.

c.

Mengingat :

2.

3.

1.
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5.

6.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentanq penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik tndonesialahun 2OO7
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724|;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentanq
Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentane
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomoi 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 'fahun 2076
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016
Nomor 4).

8.

7.

9.

11.

12.

13.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Menetapkan :



*r**lfi,l,.r*u*
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal L

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang
kekr"rasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang aibantu ;1ei
Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam 0ndang_Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Riau.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang rnenjadi kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Riau.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah provinsi Riau.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yang

selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

7. Kepala Dinas Penataman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu yang
selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah
Provinsi Riau.

9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Riau,

10. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di provinsi Riau.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat pTSp adalah

pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
melalui satu pintu.

12. Penyelenggaraan Pelayaian Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut
Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan
Nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan
sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu
pintu dan satu tempat.

13. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari
pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

14, Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya
sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan
pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang dibeniuk sesuai kebutuhan dalam
rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu, yang mempunyai
kewenangan memberikan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi atas
penerbiian Perizinan dan Nonperizinan.



19.

17.

16.

18.

Pertimbangan_ Teknis dan/atau Rekomendasi adalah hasil validasi,
pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh TimTeknjs terhadap objek perizinan dan Nonperizinan seiagai dasar mengenaiditerima atau ditolaknya perizinan dan Nonperizinan.
Kewenangan adalah hak yang diberikan pemerintah Daerah untuk
melal<ukan atau tidak melakukan kepada Kepala Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu pintu sesuatu agir tercapai tujuan tertentu.
Pendelegasian 

_ 
wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dantanggungjawab, serta tanggung gugat perizinan din nonperizinar, termasuk

penandatanganan beralih sepenuhnya kepada penerima ielegasi.
Jabatan Fungsional pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan
fungsional adalah l<edudukan y.ng m-"nunju"tkan tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak seseorang pegawai Negeri Sipil dalam s--uatu satuan
organisasi_ yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta ber;ifat mandiri.
Maklumat Pelayanan publik yang selanjutnya disingkat Mpp adalahpernyataan kesanggupan pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
pelayanan publik.

Perizinan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat pSE adalah
pelayanan Perizinan dan Nonpeiizinan yang diberikan -""l^lrli ptsp 

"""".uelektronik.

Petugas Loket Bantuan dan pendaftaraan (Help and Registration Counter)
adalah petugas yang melaksanakan fungsi memberikan Lantuan terhadap
pengurusan Perizinan dan Nonperizinan.
Petugas Loket Penyerahan Berkas (Szbmission Counter^t adalah petugas yang
menyerahkan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang telah diterbitkan.
Petugas Loket Pengaduan dan lnformasi (Comptain and. Informatntl
adalah petugas penanganan pengaduan dan memberikao informasi
masyarakat mengenai Perizinan dan Nonperizinan.
Petugas Pelayanan Depan (flont Office) adalah petugas yang melaksanakan
fungsi menerima berkas, memeriksa kelengkapan' peisyaratan, dan
memberikan verifikasi terhadap pengajuan perizinan dan Nonperizinan.
Petugas Pemprosesan permohonan perizinan dan Nonperizinan (Back Office)
adalah petugas yang melaksanakan fungsi mengolah, memeriksa dokumen,
memverifikasi, mengidentifikasi, memvalidasi, membuat konsep, menl.usun,
mengadministrasi, menerbitkan dokumen perizinan dan Nonpeiizrnan.
Penerima Izin atau Non Izin adalah orang perseorangan, Badan Hukum
dan/atau bukan Badan Hukum yang memperoleh keputusan Izin dan Non
lzin.
Pemohon adalah orang perseorangan, Badan Hukum, Badan Usaha yang
berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, pemerintah pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang memerlukan dokumen lzin dan /atau Non Izin.
Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan
disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembati apabila
persyaratan telah dilengkapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pencabutan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan guna mencabut
dokumen persetujuan Perizinal yang telah diterbitkan Larena adalya
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundaag-undangan arau
adanya rekomendasi pencabutan dari perangkat Daerah Terkait.
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31. Pembatalan Periz\rrarl adalah dokumen yang dikeluarkan untuk
membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan
karena bertentatrgan dengan kewenangan pemeiintah Daerah dan/atau
dibuat oleh pejabat yang tidak memiki kewenangan menetapkan kepuiusan
Perizinan dan/atau sebagai akibat putusan peng;dihn.

32. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan Hukum.

33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan Hukum yang menunrt
ketentuan peratuian perundang-undangan retdbusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi.

35. Surat Tagihar Retdbusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melal<ukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga atau denda.

36. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan yang selanjutnya disingkat SIMPEL
adalah sistem pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang digunakan untuk
mengolah data Perizinan dan Nonperizinan dari awal pendaftaran sampai
dengan diterbitkannya izin secara elektronik.

37. Sistem Pelayanan Informasi dan perizinan Investasi yang selanjutnya
disingkat SPIPISE adalah sistem el€ktronik pelayanan perizinan dan
Nonperizinan yang terintegrasi antara pemerintah pusat yang memiliki
kewenangan Perizir,ar' dan Nonperizinan dengan pemerintah Daerah.

38. Sistem Perizinaltr Perikanan Online yang selanjutnya disingkat SIMKADA
adalah sistem pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha perikanan (SIUp),
Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal pengangkut Ikan (SIKpt)
dengan menggunakan aplikasi dari Kementerian Kelautan dan perikanan
Republik Indonesia secara online.

39. Sistem Perizinan Perdagangan Online yang selanjutnya disebut ApI online
adalah sistem pelayanan penerbitan Angka pengenal Impor Umum (Apl,U),
Angka Pengenal Impor Produsen {ApI-p) dengan mengunakan aplikasi dari
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia secara online.

40. Aplikasi Mobile Perizinan adalah aplikasi pefizinal yang memungkinkan
untuk melakukan perizinan dengan perangkat android.

41. Unit Layaaan Keliling atau Site Mobile Service adalah bentuk layanan
Perizina! dan Nonperizinan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang
bergerak/berjalan mendatangi/melayani permohonan perizinan pada lokasi
tertentu.

42. Sistem Antar Jemput Pelayanan Perizinarr adalah bentuk layanan perizinan
dan Nonperizinan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua
untuk menjemput/mengantar permohonan Perizinan dan Nonperizinan
dalam wilayah Kota Pekanbaru.

43. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat IKM adalah data
dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas Dendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur p.ny.l.nggi.u
pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan
kebutuhannya.



44. Pe^ngaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi
informasi tentang ketidaksesuian antara pelayanan-yang diterimalengan
standar pelayanan yang telah ditentukan mengenai penerbitan perizinan
dan Nonperizinan.

45. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi
elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau te;kait dengan informasi
elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentitikasi.

46. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat Sp adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman yang dipergunakan sebagai pedornai
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rang-ka
pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

47. Standar Operasional prosedur yang selanjutnya disingkat SOp adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan 

-harus

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan,
48. Integrasi pelayanan adalah komitmen kejujuran dalam melaksanakan

Ttrpoksi dan tanggung jawab antar pelayanan dengan instansi terkait sesuai
dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan alternative kebijakan
secara terpadu dan komprehensif.

49. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan/pemanfaatan/pengembangan
dengan menciptakan hal baru yang berbeda dari sebelumnya daLm
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu.

50. Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum,
melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang
menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan
oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian
materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perscorangan.

Bagian Kedua
Maksud dan T\rjuan

Paragraf 1
Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan
Penyelenggaraan PTSP daerah dalam kewenangan penerbitan perizinan dan
Nonperizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 2
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan P|SP bertujuan untuk :

a. memberikan kemudahan pelayanan perlzinarL dan Nonperizinan kepada
masyarakat dengan Cepat, Efisien, Responsif, Integritas, Akuntabel (CERIA)
sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. menyajikan keterbukaan informasi kepada pemohon tentang pengaturan,
prosedur, dan mekarisme pelayanan perizinan dan Nonperizinan yang
diselenggarakan; dan



c. mengatur 
_ 
dan memantapkan fungsi serta peran dari masing_masing unsur

terkait .dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
Nonperizinan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan pISp yaitu pengelolaan administrasi perizinan
dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pr-eiint.h Daerah, meliputi :a. organisasipelaksana;
b. penyelenggaraan;
c. pendelegasian kewenangan;
d. penandatanganan;
e. inovasi;
f. percepatanpelayanan;
g. layanan informasi, penF.rluhan, dan konsultasi;
h. penanganan pengaduan masyarakat;
i. survei kepuasan masyarakat;
j. retribusi daerah;
k. sanksi administrasi;
L pembinaan dan pengawasan;
m. pengendalian dan pelaporan.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Baglan Kesatu
Umum

Pasal 5

Organisasi pelaksana Penyelenggaraan PlSp, meliputi :

a. Dinas;
b. Tim Teknis; dan
c. Perangkat Daerah.

(1)

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

paragraf I
Dinas

pasal 6

Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas
membantu Gubemur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dalam Penyelenggaraan pTSp.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang meliputi
melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi,
mengidentifikasi, mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi,
pelaporan, mengadministrasikan pelayanan, menerbitkan perizinan dan
Nonperizinan:

\2)



(1)

b. melaksanakan, memfasiiitasi, merencanakan, mengumpulkan,merumuskan, mengidentifikasi, memverifikasi, memimpin,
mengkoordinasi, mengevaluasi, memonitoring, merancang, menj,.usun,
menindaklanjuti, mendokumentasikan, peninganan pe;gaduan dan
lnformasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan ;

c. melaksanakan, merencanakan, mengumpulkan, merumuskan,
memverifikasi, menganalisis, memfasilitasi, merancang, mengidentifikasi,
mengkoordinasikan, mengolah, memimpin, menjsimplifikasi,
mengsinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring p"rry-"rl.r., LeUiiat an,hormoaisasi dan pemberian advokasi layanarr serta sosialisasi
p_enFrluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan
Nonperizinan; dan

d. melaksanakan, memfasilitasi, merencanakan, mengumpulkan
memverifikasi, menganalisis, mengkoordinasikan, mengolah, memimpin,
memonitoring, mengevaluasi, pengukuran terhadap mutu laya;at,
merumuskan standar layanan SOp, Sp, Standar pelayanan Minimal
{SPM), Mutu Pelayanal {MP), mengolah, mengoperasionalkan, memetakan
rayanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan
layanan 

_ 
dan dukungan administrasi serta peningkata., iayanan,

menciptakan (inovasi) pola layanan menr.rsun datt dan pelaporan
pelayanan Perizinan dan Nonperizinan te{angkau, murah, trarlsparan
serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif.

paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 7

Untuk optimalisasi Penyelenggaraan plsp, dibentuk Tim Teknis
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sesuai dengan kebutuhan.
P-embentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur.
Tim Teknis sebagaimala dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur personil
Perangkat Daerah terkait meliputi :

a. pejabat struktural perangkat daerah lingkup bidang tugas terkait; dan
b. jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu yang memiliki

kompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya.
Tugas Tim Teknis yang dilaksanakan oleh personil peranskat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupalan salah satu lugas pokok
personil yang bersarrgkutan.

pasal g

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 memiliki tugas
memberikan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi dalam rangka
ditolak ataupun diterimanya permohonan perizinan dan Nonperizinan
kepada Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang secara teknis
terkait dengan PISP.

Tim Tekris sebagaimana dimaksud pada ayat (t), memiliki kewenangaa dan
bertanggungiawab mutlak terhadap pertimbangan teknis dan/atau
rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan dan ditandatangani oleh Kepala
Perangkat Daerah yang membidangi serta disampaikan kepada Kepala
Dinas.

12)

(3)

(4)

(1)

(2)



(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim
Teknis mempunyai fungsi :

a. peninjauan lapangan dari aspek administrasi;
b. pembahasao dan/atau pemeriksaan/kajian lapangan;
c, penJrusunan pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi:
d. pelaksanaan konsultasi dan pelaporan kepada Kepala perangkat Daerah

mengenai pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi dan analisis kaiian
sesuai bidangnya; dan

e. penerbitan dokumen pertimbangan teknis dan/atau rekomendasi.

Pasal 9

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bertarggungjawab kepada :a. Kepala Dinas, terkait dengan administrasi perizinan dan Nonperizinan; danb. Kepala perangkat daerah, terkait dengan substansi pertimbangan teknis
dan/atau rekomendasi Perizinan dan Nonperizinan.

fagian fetiga
Tata Hubungan Kerja

Pasal 1O

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, simplihkasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan
horizoncal dalam bidang masing.masing.

(1)

12)

(3)

BAB IV
PDNYELENGGARAAN

Bagiatr Kesatu
Umum

Pasal 11

Dinas karena kedudukannya melaksanakan proses administrasi I'fsp
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan PTSP meliputi Perizinan dan Nonperizinan.

PTSP sebagaimana di maksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan asas
a. Eansparansl;
b. akuntabilitas;
c. kondisional;
d. partisipatif;
e, kesamaan hak;
f. keseimbangan hak dan kewajiban;
g. efisiensi; dan
h. efektivitas.

Prinsip Penyelenggaraan PISP meliputi :

a. kesederhanaan;
b. kejelasan;
c. kepastian waktu;
d. akurasi;
e, keamanan/kepastian hukum;
f. tanggungjawab;
g. kelengkapan sarana dan prasarana;
h. kemudahan akses; kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan,
i. profesionalisme;dan
j. kenyamanan.

di
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(5) Penyelenggaraan F,TSP dilaksanakan sesuai dengan Mpp, Sp dan SOp
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) MPP, SP dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan melalui
keputusan Gubernur.

(7) MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (S) harus dipublikasikan secara luas
kepada masyarakat dan menjadi dasar pemirintah Daerah dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.

(8) Dalam_menjalankan tugasnya, penyelenggara pfsp mengacu kepada SOpyang ditetapkan oleh Dinas setelah mendapat masukan dari perangkat
Daerah.

Pasal 12

Dalam.rangka mendekatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat,
Dinas dapat membentuk Unit pelaksana Teknis, Gerai/Outlet/butik/Ked;i.

Baglan Kedua
Persyalatan Admlnistrasi

Pasal 13

Kepala Dinas menetapkan persyaratan administrasi perizinan dan Nonperizinan
berdasarkan masukan dari Perangkat Daerah, sesuai ketenruan peraruran
perundangan-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme pelavanan

Pasal 14

(1) Mekanisme Penyelenggaraan P|SP, meliputi :

a. rincialjenis Perizinan dan Nonp€rizinan, durasi waktu;
b. bagan alur dan prosedur; dan
c. bentuk, jenis format, tata naskah perizinan dan Nonperizinan.

(2) Seluruh proses administrasi yang terdiri dari penerimaan, pemprosesan dan
penyerahan dokumen Perizinan dan Nonperizinan yang ditandatangani oleh
Gubernur dan Kepala Dinas dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
PDNDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan PISP berdasarkan pendelegasian wewenang dari
Gubernur.

(2) Pendelegasian wewenang sebagaimala dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah

Daerah; dan
b. urusan pemerintaian yang menjadi kewenangan pemerintaian yang

diberikan pendelegasian kepada Gubernur.
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BAB VI
PENANDATANGANAN

(1)

12)

(3)

(4)

(s)

Pasal 16

Gubernur menandatangani Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Gubernur mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan perizinan
dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas selaku administrator sebagaimana
tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Penandatanganan Perizioan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan (2) harus dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan pelayanan publik, Kepala Dinas dapat memandatkan
penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan tertentu berdurasi waktu
pendek sesuai SOP kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gubernur dan Dinas memiliki kewenangan untuk menerbitkan atau tidak
menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan.

{1)

(2)

BAB VII
INOVASI

Pasal 17

Dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan P|SP, Dinas dapat
melakukan inovasi.

Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
kerjasama dengan Pemerintai Pusat, Pemerintah Provinsi lain, Pemeiintah
Daerah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,
asosiasi usaha, lembaga internasional, dan pemangku kepentingan lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam merumuskan kebijakan inovasi P|SP, mengacu pada prinsip:
a. peningkatan efisiensi;
b. perbaikanefektivitas;
c. perbaikan kualitas pelayanan;
d. tidak ada konflik kepentingan;
e. berorientasi kepada kepentingan umum;
I dilakukan secara terbuka;
g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
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BAB VIII
PERCEPATAN PELAYANAN

pasal 19

Untuk percepatan Penyelenggaraan pISp digunakan psp.(1)

(2) PSE sebagaimana dimaksud
a. pelayanan Perizinan dan
b. pengaduan;
c. pelaporan dan Arsip;
d. pembayaran;
e. penandatanganan;

pada ayat (1) meliputi :

Nonperizinan;

f. koordinasi;
g. pengamanan;
h. kodefikasi;
i. integrasi; dan
j. Survei Kepuasan Masyarakat.

(3) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menggunakan SIMPEL
yang mencakup :

a. SMS GATEWAY dan WEB ONLINE TMCKING untuk rnelihat posisi surat
izrn;

b. Perizinan Online melalui Website Dinas;
c. Tanda tedma dan Dokumen perizinan menggunakan Barcode untuk

mengecek legalitas dan keabsahan izin yang dikeluarkan,
d. Mobile Aplication SIMPEL berbasis Adroid;
e. Aplikasi SIMPEL yang terkoneksi dengan GIS/Google Map dengan

terhubung melalui titik koordinat lokasi;
f. Rekapitulasi/ Laporan (Harian, Bulanan, Semesteran) perizinan dan

Nonperizinan secara real time yang ditampilkan pada layar TV dan Web
Dinas;

g. e-Database Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara provinsi
dengan Kabuparen/Kola;

h, Perizinan Penanaman Modal dilakukan secara online melalui SplpISE
yang terintegrasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia;

i. Perizinan Perikanan dilakukan secara online melalui SIMKADA yang
terintegrasi dengan Kementerian Kelautan dan perikanal Republik
lndonesia;

j. Perizinan Perdagangan dilakukan secara online melalui Apl online yang
terintegrasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

k. Aplikasi integrasi lainnya dari Kementerian terkait.
PSE sebagaimana dimatsud pada ayat (2) huruf b, menggunakan
Pengaduan secara mobile dan online.

PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menggunakan pelaporan
terintegrasi antara Kementerian Dalam Negeri, provinsi dan
Kabupaten/Kota dan arsip digital.
PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melakukan pembayaran
retribusi secara online.
PSE sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf e, menggunakan e-
Signature.

PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, menggunakan perangkat
Daerah Online.

(4)

(s)

(6)

(7J

(8)
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(9) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, menggunakan euickResponse code (QR Code).

(10) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, menggunakan kodefikasi
secara elektronik,

(11) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, menggunakan
mengintegrasikan pelayanan dengan Dinas Kependudukan' dan plncatatan
Sipil, Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, Direktorat Jenderal pajak,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan pertanahan Nasional,
Perbankan dan pihak lain yang terkait.

(i2) PSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufj, menggunakan InteractiveVote Sy_stem/lKM yang menggunakan Aplikasi yai! dioperasionalkan
denqan Tablet.

BAB IX
LAYANAN INFORMASI, PENYTJLUHAN, DAN KONSULTASI

pasal 20

Dinas sesuai kewenalgannya memberikan akses informasi kepada
masyarakat mengenai Mpp dan Sp perizinan yang dapat diakses melalui
media cetak dan media elektronik dan informasi lain sesuai peraturan
perundang undangan.

Pemohon dapat memperoleh layalan informasi perizinan melalui petugas
Loket Bantuan dan Pendaftaraan l4etp and, Registrcation Counter), media
cetak, media elektronik, dan media lainnya yang terintegrasi dengan srstem
informasi teknologi.

Sosialisasi dilakukan guna menyebarluaskan pelayanan perizinan dan
Nonperizinan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat
terhadap keberadaan Dinas melalui pameranJ brosur, pamflet, baleho dan
iklan pada media cetak dan media elektronik.
Guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dilakukan penyediaan
konsultasi mengenai pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
Dinas menyelenggarakan pembinaan administratif perrzirrar. sesuai dengan
asas dan prinsip Penyelenggaraan pfsp.

(1)

12)

(3)

(4)

(s)

BAB X
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

(1)

(2)

Pasal 21

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas, apabila
mendapatkan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara
langsung (lisan) dan/atau tidak langsung melalui midia yang disediakan
oleh Dinas, dan Dinas sesuai kewenangannya menangani pengaduan
masyarakat yang berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan dan
Nonperizinan yang dikeluarkan oleh Dinas.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup keluhan,
ketidakpuasan, pemasalahan dan lainlaia yang terkait dengan penerbitan
Perizinan dan Nonperizinan,

(4) Mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan.
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BAB XI
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

(1)

pasal 22

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui media elektronik dan
srstem angket yang disebarkan kepada masyarakat, guna mengetahui
tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelengga. ., pei^yr.a., penzirran
dan Nonperizinan.

P_en]'usunan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pe.aiuran perundang_undangan.
P€laksanaan survei kepuasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui kerjasama dengin pihak 1ain, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

D_inas menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 4 kali setahun.

BAB XII
RETRIBUSI DAERAH

pasal 29

Persyaratan perizinan yang mengakibatkan timbulnya pembayaran retribusi
Daerah, dapat dilakukan pembayaraanya pada Bank yang telah ditentukan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Besaran tarif retribusi Daerah yang harus dibayar pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam SKRD dan STRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2)

(3)

\4)

(1)

\2)

(3)

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Baglan Kesatu
Penyelenggaraan Perizinan

Pasal 24

Pemberian sanksi administrasi terhadap pegawai yang melanggar ketentuan
mengenai Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan sesuai denqan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Mal Adrrinistrasi

Pasal 25

Dalam hal pegawai melaksanakan mal administrasi, maka kepada pegawai yang
bersangkutan akan dikenakal sanksi sesuai pelanggaran yang dilakukan.
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BAB XVII
KETDNTUAN PENUTUP

Pasal 3O

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka peraturan Gubernur Riau
Nomor 26 Tahun 2016 tentang penyelenggaraaa pelayanan perizinan Terpadu
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
cubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 

cuuo**u* RrAu

. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal

RIAU,

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2OU NOMOR :
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